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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Pidana Terhadap BUMD Yang
Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam
Hukum Positif Di Indonesia.” Latar belakang penulisan skripsi ini yakni
Penyandang disabilitas mempunyai hak serta peluang yang sama sebagai warga
negara indonesia pada umumnya untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya
diskriminasi. Permasalahan yang diangkat penulis yakni mengenai bagaimana
konstruksi hukum pidana pada kewajiban BUMD dalam upaya penyerapan tenaga
kerja penyandang disabilitas di provinsi sumatera selatan? dan bagaimana
mekanisme perekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMD dan
Perusahaan swasta sehingga penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama
perihal tentang hak memperoleh pekerjaan? Tujuan penelitian ini yakni untuk
mengetahui serta menganalisis bagaimana konstruksi hukum pidana pada
kewajiban BUMD dalam upaya penyecrapan tenaga kerja penyandang disabilitas
dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana mekanisme perekrutmen
tenaga kerja penyandang dissbilitos pada BUMD dan Perusahaan swasta. Dari
hasil penelitian menunjukan hehwa dalam lingkup BUMD belum membuka
rekrutmen atau belum menyezra tenaga kerja penyandang disabilitas sama sekali.
dalam Undang-Undang 8 Tshun 2016 menjelaskan bahwa BUMD Wajib
memperkejakan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah
pekerja. Dalam penelitian ini mengunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif
serta mengunakan metode wawancara guna mendapatkan data terkait penyerapan
tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMD.

Kata Kunci: Disabilitas, Pekerjaan, Perusahaan, BUMD.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Konvensi yang mengatur tentang Hak-Hak Penyandang
Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
adalah bukti nyata dalam lingkup internasional. melihat para Penyandang
Disabilitas dengan objek amal, pengobatan serta perlindungan sosial (charity
atau social based) yang menjadi suatu langkah berbasis dalam Hak Asasi
Manusia (human rights based). Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang
ke-9 yang menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (Convention on the Rights of Persons With Disabilities/CRPD) dan

telah menyetujui secara resmi pada 10 November 2011.

Langkah ke depan Pemerintah serta DPR tentu perlu Apresiasi, dan
dalam hal ini harus melakukan persetujuan terhadap Konvensi Tentang Hak-
Hak Penyandang Disabilitas/CRPD. Ada beberapa cara untuk diperbaiki serta
memperkuat perlindungan terhadap para penyadang disabilitas khususnya
dalam sistem hukum pidana, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.*

'Indonesia, Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN NO.69 Tahun 2016,
TLN No.5871, Ps 1.



Disabilitas dengan makna lain dari Bahasa inggris yaitu disability
(jamak:disabilities) memiliki arti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang
Disabilitas dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan
fisik, mental, intelektual, atau sensorik.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa  Penyandang
Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan atas persamaan

hak.?

Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terdapat
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menjelaskan
Penyandang Disabilitas agar dapat hidup secara mandiri serta ikut dalam
berbagai aspek kehidupan, Negara wajib mengambil Langkah yang tepat
untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan
dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi serta
komunikasi termasuk juga sistem teknologi informasi dan komunikasi serta
akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan untuk publik dan juga hak untuk
mendapatkan pekerjaan dalam maksud seorang penyandang disabilitas tidak

akan ditolak dalam melamar suatu pekerjaan karena keadaanya yang kurang.

’Eta Yunita, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto, “Pemenuhan Hak Bagi
Penyandang Disabilitas.” Jurnal Integralistik,1, XXVIII, (Januari - Juni, 2018), hlm.1.



Penghormatan, Perlindungan, serta Hak Penyadang Disabilitas adalah
tanggung jawab Negara. Dalam ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Masyarakat
mempunyai peran untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Selama ini
penyandang disabilitas banyak mengalami Diskriminasi yang sangat
berdampak belum terpenuhinya pelaksanaan Hak penyandang Disabilitas.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Dalam
Pasal tersebut telah sangat eksplisit menjelaskan mengenai hak
setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan

yang layak. Termasuk hak bagi setiap warga negara penyandang

disabilitas atas pekerjaan yang layak.®

Berdasarkan Data yang dilihat oleh International Labour Organization
(ILO) lebih dari satu miliar oaring atau 15 persen penduduk di dunia adalah
penyandang disabilitas dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk
termasuk dalam usia kerja. Dikalangan orang yang berusia sekitar 15 tahun ke
atas, terdapat 12,15 persen orang yang hidup dengan disabilitas (sekitar 22,8
juta orang) mempertimbangkan tingkat disabilitas, terdapat 1,87 persen
penyandang disabilitas berat dan 10,29 persen penyandang disabilitas ringan.

Serta terdapat 414.222 penyandang disabilitas yang memerlukan pekerjaan.*

3Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO.165
Tahun 1999, TLN No.3886, Ps. 27.

“Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia, “Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) di Pasar Tenaga Kerja
Indonesia.” hIm.9.



Data Penyandang Disabilitas Di Indonesia Berdasarkan Kategori

Gangguangnya.
Tabel 1.1
Kategori Gangguan
No. | Kategori Gangguan Disabilitas Ringan | Disabilitas Berat
1. | Gangguan Penglihatan 18% 37%
2. | Gangguan Pendengaran 10% 6%
3. | Gangguan Mobilitas 19,2% 7,8%
4. | Gangguan Genggaman 2,7% 1,7%
Gangguan Bicara
5. 3,4% 1,6%
atau Komunikasi
6. | Disabilitas Majemuk 39% 40%

Sumber: Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, 2017.

Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan untuk menjadi pekerja

seperti warga negara lainnya sebagaimana telah dijelaskan bahwa:
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang menjelaskan setiap tenaga kerja memiliki

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh

pekerjaan.
Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa semua pihak
memiliki peranan penting dalam memperkejakan penyandang disabilitas.

adanya ketentuan tersebut seharusnya membuka serta memberikan tenaga



kerja penyandang disabilitas peluang dalam bekerja sehingga dapat menekan

angka penganguran terkhusus penyandang disabilitas.®

Pekerja maupun buruh yaitu orang yang menjalankan pekerjaan untuk
majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Sedangkan dalam
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa
pekerja/buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini penyandang disabilitas berhak
untuk mendapatkan pekerjaan dan menerima imbalan dalam suatu hubungan

kerja.

Penyandang disabilitas berhak atas penempatan kerja yang sesuai
dengan kedisabilitasnya melihat kemampuan yang dimilikinya, yang telah
diatur

Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, yang menerangkan setiap orang yang termasuk

kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan

dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Maka dari itu penyandang disabilitas berhak atas perlindungan yang
diberikan oleh pemberi kerja yang sesuai dengan kecacatannya sebagaimana
yang telah dijelaskan dalam Pasal 67 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan pengusaha yang

*Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN NO.39
Tahun 2003, TLN No0.4279, Ps. 5.



memperkejakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Penyandang disabilitas dalam hal ini tidak boleh mendapatkan
perlakuan yang diskriminatif, dari ketentuan tersebut penulis tertarik untuk
meneliti dalam skripsi tentang “KONSTRUKSI HUKUM PIDANA
TERHADAP BUMD YANG TIDAK MELAKUKAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM

POSITIF DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis
membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pidana Pada Kewajiban BUMD Dalam
Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Provinsi
Sumatera Selatan?

2. Bagaimana Mekanisme Perekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
Pada BUMD Dan Perusahaan Swasta Sehingga Penyandang Disabilitas
Mempunyai Hak Yang Sama Perihal Tentang Hak Memperoleh Pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Konstruksi Hukum
Pidana pada Kewajiban BUMD dalam Upaya Penyerapan Tenaga Kerja

Penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan.



2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Mekanisme Perekrutmen

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada BUMD dan Perusahaan

Swasta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

a.

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Serta memberikan
gambaran secara detail pada hal-hal yang bersangkutan dengan pekerja
penyandang disabilitas.

Untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca secara umum
dan khususnya bagi diri penulis pribadi mengenai Konstruksi Hukum
Pidana Terhadap BUMD Yang Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga

Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a.

Untuk penulis diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan di
bidang hukum pidana, khususnya di bidang ilmu hukum pidana
mengenai Konstruksi Hukum Pidana Terhadap BUMD Yang Tidak
Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam
Hukum Positif Di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa

maupun mahasiswi fakultas hukum untuk meneliti lebih lanjut



mengenai konstruksi hukum pidana dalam penyerapan tenaga kerja
penyandang disabilitas dalam hukum positif di indonesia.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang Lingkup dalam kajian ini yaitu kajian terhadap hukum pidana
terkhusus bagi BUMD di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang yang
belum menjalankan sepenuhnya tanggung jawab yang telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum (Theory Of Justice)

Keadilan merupakan suatu fakta dalam sistem pemikiran. Menurut
John Rawls dalam buku A Theory Of Justice yang menyebutkan bahwa

keadilan dapat diartikan yakni:

a. Keadilan ialah suatu bentuk nyata yang sebenarnya manusia dalam
masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan serta
rencana hidup mereka dengan maksud bahwa individu dalam masyarakat
itu merupakan entitas yang tidak jelas. Maka dari itu orang lebih memilih
prinsip keadilan.

b. Keadilan yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan
ini tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah
dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan

dari sistem atau juga disebut dengan proses itu sendiri.



c. Dua prinsip keadilan, yang pertama merupakan prinsip kebebasan yang

sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Sebagai

berikut :

1.

Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak
bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);

Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);

Kebebasan menjadi diri sendiri (person);

. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, terdiri dari dua bagian yakni prinsip perbedaan (the difference

principle) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of

fair equality of opportunity) dengan demikian prinsip perbedaan menurut

diaturnya struktur dasar masyarakat merupakan sedemikian rupa sehingga

kesenjangan prospek mendapatkan hal-hal pokok kesejahteraan, pendapatan,

serta otoritas yang diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling

kurang diuntungkan.®

2. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum yaitu bagian dari tujuan hukum serta dapat

dikategorikan bahwa kepastian hukum yaitu suatu upaya untuk dapat

mewujudkan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum maka hukum bisa

berjalan serta mampu mempertahankan ketertiban. Menurut Gustav Radbruch

®John Rawls, Teori Keadilan, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2011), hlm.3.
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bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.
Bahwa teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar
yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri

yakni:’

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif
adalah perundang-undangan.

b. Hukum dilandaskan oleh fakta dengan maksud hukum itu dibuat
berdasarkan pada kenyataan.

c. Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan
dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal
pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan penjelasan dari Gustav Radbruch mengenai kepastian
hukum yaitu hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap
manusia yang ada dalam masyarakat dan harus ditaati, hukum positif
tersebut dinilai kurang adil dan keadaan yang pasti, ketentuan maupun

ketetapan.

7 Satjipto Rahardjo, flmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2012),hIm.19.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu
Yuridis Normatif (Legal Research) yaitu suatu penelitian dengan cara
menemukan kebenaran koherensi, berupa aturan hukum yang sesuai dengan
norma hukum dalam bentuk perintah atau larangan terhadap kesesuain dengan
prinsip hukum, serta apakah Tindakan (act) seseorang sudah sesuai dengan
norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.
Peneliti juga mengunakan metode wawancara guna mendapatkan data terkait
penyerapan tenaga kerja di BUMD. Penelitian Hukum Yuridis Normatif
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti Bahan Pustaka
atau Data Sekunder lainnya seperti Pasal-Pasal Perundangan, Teori Hukum

dan Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengunakan beberapa pendekatan yaitu:
Pendekatan Undang-Undang (Statute Approacht) dan Pendekatan Konseptual

(Conseptual Approacht)

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approacht)

Dalam Pendekatan ini bermanfaat untuk menyimpulkan serta
menjelaskan ketetapan undang-undang yang sedang diamati. Yang
perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu hirarki perundang-

undangan. Dalam pendekatan ini peneliti mengunakan untuk
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menganalisis serta menjelaskan berbagai regulasi aturan hukum yang

berhubungan dengan perkara pidana.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approacht)

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau
menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara
memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas.
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum.®

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum
Yuridis Normatif dalam penelitian ini adalah mengunakan data sekunder

yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan kajian utama dalam penelitian
ini yakni:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas.

8Rony Hanitiji Soemitro, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,1983),
hlm.24.

“Indonesia, Undang-Undang Dasar, UU No. 1 Tahun 1945, LN NO.75 Tahun 1945,
TLN No.1959.
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.°
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.!?

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi yang memberikan
penjelasan atau berkaitan dengan bahan hukum primer contohnya
karya tulis ilmiah maupun literatur yang ditulis oleh para ahli yang

relevan terhadap isu hukum.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum menunjang serta memberikan petunjuk-
petunjuk maupun pengertian pada data primer serta sekunder seperti
kamus, ensiklopedia serta sumber lainya yang digunakan guna

memberikan informasi terkini, serta relevan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi
kepustakaan (/ibrary research). Teknik ini melibatkan penggabungan
bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Teknik pengumpulan
bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber hukum

primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian kepustakaan juga mencakup

®Indonesia, ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, LN NO.39 Tahun 2003, TLN
No.4279.

Undonesia, Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO.165 Tahun 1999,
TLN No.3886.
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peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur, dari buku-buku
hukum, makalah jurnal, artikel koran, serta tulisan-tulisan lain yang sangat

relevan terkait isu yang sedang diteliti.

. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Deskriptif Analisis Yang dapat dilakukan dengan melalui Teknik analisis
data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode
analisis data yang melibatkan dekonstruksi data dari kalimat-kalimat yang
memiliki urutan yang logis, terstruktur dengan baik tidak tumpah tindih,
serta efektif. Pendekatan analisis kualitatif digunakan pada saat
mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian dengan fokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam
peraturan Peraturan Perundang-undangan, Norma-norma yang berlaku

dalam Masyarakat.'?

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini mengunakan penarikan kesimpulan secara induktif.
Metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu kesimpulan dengan
cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data
atau fakta. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berawal dari

fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

12 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Alfabeta, 2017), hlm. 50
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